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Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak
berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnyatopik ini.
Pertanyaannya adal ah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ?
Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal
yang dikaji dalam tesisini.

Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan
kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasusitu
adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah
Timor Timur di For alntemasiona Pasca Peristiwa Dili 1991.

Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah
tentang model hubungan legidlatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan
politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep
tentang fungsi dan hak-hak lembaga legidatif secara umum dan DPR RI secara khusus.

Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisas Hubungan Diplomatik
Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca
Peristiwa Dili 1991) sebagal output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W).
Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Y ang digunakan
oleh DPR RI adalah fungsi kontrol sgja. Fungsi kontrol inipun digunakan secaraterbatas oleh DPR RI, yang
ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi sgja. Selain itu penggunaan fungsi
kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi | DPR RI kepada
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Tesisini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adal ah pelaksana
politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca
Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh
pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan
bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan
mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya
Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan
perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut
menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri Rl menjadi tidak terlalu jelas.
Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketikalembaga tersebut diabai.kan oleh eksekuitif.
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